
BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

, PERATURAN BUPATI.CIANJUR

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 6 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OIL
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi
Pamongpraja, perlu menetapkan petunjuk Teknis
Standar Operasional Prosedur Satuan polisi
Pamongpraja Kabupaten Cianjur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong praja
Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pa5nongpraja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun ZOLL
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamongrrqja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2}lt tentang
Standar Clperasional Prosedur Satuan polisi pamong
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZOll
Nomor 705);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kakrupaten Cianiur {Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cianjur.
4. satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan polisi pamongpraja

Kabupaten Cianjur.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota satpol pp sebagai aparat

pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

6. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP
Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Pra.ia dalam
rangka meningkatkan kesadaran dalarn melaksan akan tugas
menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap
peratutan daetah, peratrrran kepala daerah'dan keputusan kepala
daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.

e

4.

5.



3

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal2

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman teknis
bagia Aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman
pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalarn penegakan peraturan daerah,
peraturah kepala daerah, dan keputusan kepala daerah, serta
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman
pada petunjuk teknis SOP Satpol PP.

Pasal 5

(1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP meliputi:
a. soP pelaksanaan penyidikan penegakan peraturan daerah;
b. soP pemanggilan terperiksa pelanggaran peraturan daerah;
c. SOP pelimpahan berkas pelanggaran peratrrran daerahl
d. SOP patroli guantrantibum (patroli rutin);
e. SOP penanganan unjuk rasa;
f. SOP pengamanan temapt-tempat penting;
g. SOP pengawalan orang-orang penting;
h. soP operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
i. SOP persiapan pengamanan pemilihan umum

daerah/pemilihan umum pusat; dan
j. SOP pelaksanaan pengamanan pemilihan umum

daerah/ pemilihan umum pusat.

(2) Petunjuk Teknis soP satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Petunjuk Teknis SOd Satpol PP dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

kepala

kepala
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BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
November 2016

iS pepneH KABUPATEN CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 50



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 49
TENTANG : PETUJUK TEKNIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG
KABUPATEN CIANJUR

NAMA-NAMA KEGIATAN

Ditetapkan di
pada tanggal

PRAJA

Cianjur
1 l{oveebffr A016

, t, ,. :
Ii!

I RVdN.J"RIVANO MUCHTAR

NO KEGIATAN NOMOR
1 2 3
1. Prosedur Pelaksanan Penyidikan Penegakan

Peraturan Daerah
1.08.2016

2. Prosedur Pemanggilan Terperiksa pelanggaran
Peraturan Daerah

2.O8.20t6

3. Prosedur Pelimpahan Berkas pelanggaran
Peraturan Daerah

3.08.2016

4. Prosedur Patroli Guantrantibum Patroli Rutin) 4.O8.20t6
5. Prosedur Penanganan Uniuk Rasa 5.08.2016
6. Prosedure Pengamanan Tempat-Tempat pentine 6.08.2016
7. Prosedur Pengawalan Orang-Orang pentine 7.08.2016
8. Prosedur Operasi Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat
8.08.2016

9. Prosedur Persiapan Pengamanan pemilukada /
Pemilu Pusat

9 .O8.20t6

10. Prosedur Pelaksnaan pengamanan
Pemilukada/ Pemilu Pusat

10.08.2016



g1
I

ItlomorS0P 1.08.2015
Ianggal Pembuatan 20-A,pr-15
Ianggal Revisi

langgal Efektif

.r{ti\\
BIDANG PENEGAKAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

Disahkan oleh

ludulS0P Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Penegakan
Pereturan Daerah

Dasar Hukum:

3,

4.

Peraturan Pemerintah Rl No. 6 tahun 20L0
tentang Satuan Polisi Pamong Fraja" 

l

Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional prosedur Satuan polisi

Pamong Praja.i,

Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Man,usia.

Peraturan Kepata Kepolisian Negara Republik
lndonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi penyidik pegawai

Negeri Sipil.

Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0g Tal.run
2012Tentang Lingkungan Kerja Satuan polisi

Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

7.

Keterkaltan:
SOP Pemanggilan Terperiksa
Pelanggaran PERDA.

SOP Pelimpahan berkas
Pelanggaran PERDA.

?"'i:'gtT?: ----Apabila tidak dilakanakan akan mengJnGtmn
kesalahan dalam penyidikan serta
Ketidakteratura n terhada p aturan-atu ra n ya ng
berlaku sesuai dengan prosedur penyidikan.

Kuallfikasl Pelaksana:
1 Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok ppNS

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan peraturan

PerUndang-Undangan lainnya.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas PPNS.

z.

Peralatan/Perlgngkapan :
1. Buku laporan pengaduan

pelanggaran perda.

2. Format pengaduan
pelanggaran perda.

3. Surattugaspenyidikan.
4. Format laporan penyidikan.
5. Komputer dan printer.
6. Kamera

Pencatatan dan Pendataan :
Bu ku la poran kegiata n penyidilia n pela rrgga ra n
Perda.
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No Kegiatan
PelE*ianaEi'

Mufi.r Baku
Keterangan

llaDad

Gakda
Kasi
Lidik

Sraf tsid,
Gakda PPNS Kelengkapan Wakht Ontput

1
Menerima laporan
pelanggaran perda r-;-r Buku laporan

pengaduan 5 menit
Daftar laporan

pengaduan

2
Mengisl format
2elanggaran Perda dan
Citandatangani pelapor.

,r,
Form laporan
pengaduan 15 manit

Laporan
Pelanggaran

Perda
1_J

3
l,lenyampaikan laporan
<epada pimplnan /
ilasan.

Laporan
Pelanggaran

Perda
5 menit

Laporan
Pelanggaran

Perda

4
Kasi Udik menganalisa
isi laporan

L__

-
Laporan

Pelanggaran
Perda

15 menit

Catatan atas
laporan

pelanggaran
Perda

5

Kasi Udik menugaskan
staf untrk eegera
membuate,ratfugas
penyidikan (SPDP). r Catatan atas

laporan
pelanggaran

perda

15 menit

Surat Tugas
dan

Pemberitahuan
Penyidikan

6

Laporan mengenai
pelaksanaan penyidikan
dan peoandatanganan
ourattrgas.

Surat Tugas
dan

Pemberitahuan
Penyidikan

10 menit

Surat Tugas
dan

Pemberitahuan
Penyidikan

ir

7
Menyampaikan surat
tugae penyidikan kepada
PPNS. I L Surat Tugas

Pengdikan 5 menit Surat Tugas
Penyidikan

E
Melakeanakan fugas
pengdikan.

\
L_:l Perlengkapan

penyidikan 2-5 hari Dokumentasi
penyidikan

I

Pasca melakukan
penyidikan, PpNS
mengisi laporan hasil
pengdikan dan

laporannya. 
:,

Form laporan
penyidikan 30 menit Laporan

penyidikan

10

menerfuna, menelaah
laporan dan j,

memerintahkan etat
membuatsurat ,:

pemanggilan r'
pemeriksaan. I

Laporan
penyidikan

'15 menit Laporan Hasil
Penyidikan



Nomor SOP 2.08.2016
Tanggal Pembuatan 20-Apr-15
tanggal Revisi

Tanggal Efektif

;..",.-*?
BIDANG PENEGAKAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

Disahkan oleh

ludulSOP Plosp.dur Pemanggi lan ferpirikiFel*Fra n
Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Rl No. g tafrun ZO1O
tentang Satuan polisi pamong praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional prosedur Satuan polisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No.40Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
lndonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi penyidik pegawai
NegeriSipil.

5. Perda Kabupaten Cianjur No.03 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjurr Nomor
l0Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0B Tahun

2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1 SOP Pelaksanaan penyidikan penegatan
Peraturan Daerah.

2 SOP Pelimpahan berkas pelanggaran PERDA.

Apabila tidak dilaksanakan akrn mencalGtk"n

Ketidakteraturan terhadap atura n-atura n yang
berlaku sesuai dengan prosedur penyidikan.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok ppNS

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan peraturan
PerUndang-Undangan lainnya.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas PPNS.

1. Surat pemanggitan pemeriksaan
2. Buku monitoring kehadiran pemeriksaan.
3. Blangko kelengkapan Administrasi.
4. Komputer dan printer.
5. Kamera.

Buku Iaporan kegiatan penyidikan petanggaran



No Kegiatan
Pelaksaaan Mutu Baku

KeteranganKebid
Gakda

Kasi
Lldik

Staf Bld.
Gakde PPNS Kelengkapan Waktu Output

1

Membuat Surat
Pemanggilan
Pemerikeaan ri-'. Berkas hasil

penyidikan: Form
surat

pemanggilan

'15 menit Surat
pemanggilan

2

Penandatanganan Surat
>emanggilan (Jika
rtasan bukan penyidilg
,urat dihndatanganl
>leh penyidik dan
liketahui atasan) i:

Surat pemnggilan
p€meriksaan 10 menit

Surat
Pemanggilan
Pemeriksaan

| -J-

---l
3

Menyampaikan surat
pemanggilan kepada
pelanggar Perda. t

Jl-_J Surat pemnggilan
pemeriksaan

Buku monitoring
kehadiran

perneriksaan

t hari

t ha;l

Ekspedisi surat

Catatan
kehadiran

4

Menunggu kehadiran
(Jika 3 harl belum
dateng, dibuatkan surat
pernanggllan kedua

Tidak

5

Menunggu (Jika 3 harl
belum datang tanpa
konfirmasi, dibuatkan
surat pairggilan ke 3)

Tidak

Buku monitoring
kehadiran

pemeriksaan
3 harl

Catatan
kehadiran

o

Membuat Surat
Permintaan Bantuan
Pemanggilan Paksa
yang ditujuksn kopadg
PPNS.

Ya
Form permintaan

bantuan
pemanggilan

paksa

3 hari

Surat
permintaan

bantuan
pemanggilan

paksa

7
Penandatanganan Sural
Permintaan Bantuan
Pemanggilan Paksa.

-q Surat permintaan
bantuan

Pemanggilan
Paksa

10 menit

Surat
permintaan

bantuan
Pemanggilan

paksa

'L-*-rT

I
Penyampaian Surat
Permintaan Bantuan
Pemanggilan Paksa.

Surat permintaan
bantuan

Pemanggilan
Paksa

t hari Ekspedisi surat

I
Melaksanakan
Pemanggilan Paksa
terhadap pelanggar
Perda.

Surat permintaan
bantuan

Pemanggilan
Paksa

2-5 hari
Laporan

Pemanggilan
Paksa

10
Proses Pemeriksaan
terhadap pelanggar
Perda.

t
2-5 hari



1. Peraturanpiffi

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0g Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan pollsi
Pamong praja Kabupaten Cianjur.

tentang Satuan polisi parnong praja.
2. Pernendagri No.54 Tahun 2011 tentang

Standar Oprasionat prosedur Satuan polisi
Pamong praja.

3. Permend3gri No. 40Tahun 2011:tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
HakAsasi Manusia.

4. Peraturah Kepala Kepolisian Negara Republik
lndonesia Nomor E Tahun 2010 tentans
Manajemen penyidikan eaei penvi Jit'pis.*ui
Negerisipil.

5. Perda Kabupaten Cianjur No.03 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
l0Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

1. soppet"tsanii@
Peraturan Daerah.

2. SOP Pemanggitan Terperiksa pelanggaran

_Peraturan Daerah.

Rpabita tidak dilaksanakan jt.n ,""e.kiGffi
tidak adanya penindakan hukum terhadap para
pelanggar Perda dan peraturan perUndang.
Undangan lainnya.

Pengetah uan tenta ng tuffi

Memiliki wawasan dan itmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan peraturan
PerUndang-Undangan lai nnya.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas PPNS.

1. Format berita icara p"m"rG.rnGffiil
Tindak pidana petanggaran perda.

2. l(omputer dan printer.
3. Kamera.

Buku laporan kegiatan p@
Perda.



No Xegiat n
Peral($aaan Mutu Baku

Keterangan
Kabid
Gakda

Kasi

tidik PPNS Kelengkapan Waktu Output

1
Mengumpulkan berbagai
bukti hasil penyidikan [-

Berkas hasil
penyidikan,. 15 menit Berkas penyidikan

2

Membuat berita acara
pemeriksaaan cepat/
Tindak pidana

pelanggaran Perda
I l Form berita acara

pemeriksaan 30 menit Berita acara
pemeriksaan

3

Membuat berita acara
pemeriksaaan cepat/
Iindak pidana
pelanggaran Perda

Tidak

I

L: Berita acara
pemeriksaan 10 menit

Berita acara
pemeriksaan;

Disposisi
l

4

Memeriksa berita acara
pemeriksaanfl'indak

pidana pelanggaran perda

jika Ya diparap, jika tidak
dikebalikan kepada ppNS

untuk diperbaiki.

Tidak Ya

Berita acara

pemeriksaan;

Disposisi
15 menit

Berita acara
pemeriksaan;

Disposisi

5

Memeriksa berita acara
perneriksaan 

^indakpidana Perda jika ya
ditandatangani, jika tidak
dikembalikan kepada Kasi
untuk diperbaiki.

-Ya
Berita acara

pemeriksaan;

Disposisi
15 menit

Eerita acara
pemeriksaan;

Disposisi

6

Mengevaluasi
penyampaian berita acara
pemeriksaan

cepat/findak pidana
pelanggaran Perda
kepada Pengadilan Negeri
setempat .;

Berita acara
pemeriksaan;

Buku ekspedisi

surat

2 jam Ekspedisi surat



SATUAN POUSI PAMONG

PRAIA T

NomorSOP 4.08.2016
Ianggal Pembuatan 20-Apr-15
Ianggal Revisi

Tanggal Efektif

BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

Disahkan oleh BUPAT|9IANJUR

JudulSOP Prosedur Patroli Guantrantibum (patroli
Rutin).

Dasar Hukum:

2.

3.

4,

Peraturan Pemerintah Rt No.6 tahunTdi6
tentang Satuan polisi pamong praja.

Pemendagri No;54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional prosedur Satuan po!isi
Pamong Praja.

Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentan g
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
lndonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi penyidik pegawai
NegeriSipil.

Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nonror
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0g Tahun
2012Tentang Lingkungan Kerja Satuan polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjun.

6.

7.

Keterkaitan:
SOP Operasi Ketertiban Umum Aan
Ketentraman Masyarakat

Perlngatan:
Apabila tidak dllakanaran ar<affifriEfiGi
gangguan Tranlibumas di masyarakat. ,

Kualifikasl Pelaksana :

t. Memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas
pokok Polisi Pamong praja.

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan peraturan
PerUndang-Undangan lainnya.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong praja di bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2.

2

Peralatan/Perlengkapan :
1. Form laporan patroli.
2. Surat Perintah patroli.

3. Aiat Komunikasi.

4. Kamera

I Komputer dan printer.

Pencatatan dan pendataan:

Temu cepa! lapor cepat,@
tertulis pelaksanaan tugas.



f,

No X€gl€tsn

Polaksaaan Mutu Baku

KETl(r Sat Pol PP
l(epala
Bldang

Kasl Ops Dal

Staf Bld.
Tlbumtranmas den

p.tugss p.troll
Kelengkapen Waktu Output

1

Melaksanakan Apel
Pengarahan Pimpinan
pemberangkatan
patroli,

[:]- -t -+T-__l

Surat Tugas

Patroll,
perlengkapan

lapangan dan
daftar hadir

3O Menit
Pemahaman

tuSas ang8ota

Jadual Patroli
Rutin Bulanan

telah dibuat
-L___J -l I

2

Memerintahkan Kasi

Opdal dan Staf Bidang
Tibumtranmas serta
petugas patroli unuk
melaksanakah Patroli
Guantramtibmas.

L 'r:l- ,--t--r-

Surat Tugas

Patroli dan
perlengkapan

lapangan

i jam atau
ebih

Temuan Hasil

Patroli

'emuan Positif
an atau Negatif

3

Menemukan dan
melaporkan cepat
secara berjenjang /
menyesuaikan,

-L l-----l- [! Data/dokumen

I foto /alat
komunikasl

5 jam atau
lebih

Laporan

sementara
llsan,/medsos

rporan Manual
tau elektronik

:
I

4

Memberikan .;

Petunjuk/keputusan/ke
putusan sementara:.

Pimplnan terhadap
temu cepat lapor cepat
secara berjenjang.

& T----i_ _J-----t Alat
komunikasi

5 menit

PetunJuk/Keputus

an /keputusan
sementara
pimpinan

Melalui alat
komunikasi

/medsos/lan1
g on the spot

1_*___J

5

Melaporkan
pelaksanaan

petunjuk/keputusan/Ke
putusan sementars
Pimplnan atas laporan
cepattemu cepat
secara berjenjang /
menyesuaikan. f-

<. r------1-
Data /
dokumen/ foto
lalat
komunikasl

i menit
Laporan tindak
lanjut di lapangan
secara berjenjang

alat

L__J
on the spot

5
Melaksanakan Apel
penutupan pelaksanaan

Datroll.
I I

'[:]

CekJumlah

Personil dan
peralatan

15 menit
Kesimpulan dan

avaluasi

Bisa dllaksanakar
pada tempat
yang berbeda
pada saat apel
pemberangkatan

7

Menugaskan Kasi Opdal
dan Staf Tibumtranmas
untuk memhrret draf|

I

I

I

I

Lampiran

dokumentasl
pelaksanaan

tugas

2 jam
Laporan

Pelaksanaan

Tugas ( LPT)

Bisa dibuat pada

hari berikutnyaLaporan Pelaksanaan

Tugas (LPT).

.t __)

8
Mengoreksi draft
Laporan Pelaksanaan

Iugas Patrol[.

Tidak

t-_
I

... ,x-

Ir"

Tidak

Ya

--+[
L__,

- Lamplran
dokumentasi
pelaksanaan

tugas

1O menit
3erkas Laporan
)elaksanaan

lugas

secara

etau
elektronilk

9

Menandatangani

lcporan Pelaksanaan
Tugas Patroll
Guantramtibum.

& Lamplran

dokumentasl
pelaksanaan

tugas

2 menit

Dokumen

Laporan

Pelaksanaan

Iugas

Selanjutnya
dokumen

diarsipkan



IE

SATUAN POLISI PAMONG
PRAIA

NomorSOP 5.08.2015
fanggal Pembuatan 20-Apr-15
Tanggal Revisi

Tangga! Efektif

BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

Disahkan oleh BUPATI'CIANJUR

ludulSOP Prosedur Penanganan Unjuk Rasa

Dasar Hukum :

2.

4.

Peraturan Pemerintah Rl No. e tahun ZOfO
tentang Satuan polisi pamong praja.

Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional prosedur Satuan polisi
Pamong Praja.

Permendagri No. 40 Tahun 20X.1 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
lndonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen penyidikan Bagi penyidik pegawai
NegeriSipil.
Perda Kabtipaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang pehyidik pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
l0Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur,
Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0E Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan polisi
Parnong Praja Kah,upaten Cianjur.

5.

6.

7.

Keterkaitan:
SOP Operasi Ketertiban Umum-aan
Ketentraman Masyarakat.

Piermgatan:

APabtla tidak dilaksanm
gangguan Trantibumas di masyarakat.

-

Kualifilcasi Pelaksana :

Pengetahuan tentang tugas-tugas pokokTolisi
Pamong Praja

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lbinya yang relevan.
Mengetahui dasir-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong pr{a dibidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.

Bisa bekerjasama dalam tim.
Tidak emosional dan bisa menahan diri.
Loyalkepada pimpinan dan satuan.

L.

2.

4

5

6

Peralatan/Perlengkapar! :
1. SuratTugas

2. Alat komunikasi dan kamera
3. Peralatan dan perlengkapan pakaian pHH (Bila

diperlukan).
4. Pakaian PDL It

5. Buku laporan.
Pencatatan dan pendataan:

Temu cepat, lapor cepat, rtokumentasi a-an laporan
tertulis pelaksanaan tugas.

1.



Kegiahn

-

t-0l8Ns88an Mutu Baku

llr
I(ASATPOLPP

Kepala

Bldeng
Kasi Ope Dal

Staf Bid.

Tibumtranmes dan
petugas

penghelau masa

Kelengkapan Waktu Output
Keterangar

1
Melalaanakan Apel
Pengarahan Pimpinan.

G- rl-----"1 -{_l SuratTugas,
daftar hadir, alal

komunikasi,

kamera, Dakura

(bila

diperlukan).

30 Menit

Pemahaman

tugas anggota
dan pembagian

tugas di lapangan.

2

Memerintahkan Kasi
Ops Dal, Staf Bidang
Thum Tranmas dan
Petugas Penghalau
masa untuk
melaksanakan tugas
penanganan unJuk rasa.

i

L- *Lll- Surat Tugas ,

daftar hadir, alal

komunikasi,

kamsra, Dakura
(bila diperlukan)

sesuai

dengan

sifuasidan
kondisi

Situasiyang
aman, terkendali,

tidak anarkhis dan

kondueif

dilapangan

dengan POLRI

TNI, dan Unsur

terkait lainnya

3

MbhoitrUkin dan
melapo*an cepat
seoaEr

berpnjang/menyesu aika
n.

J--r Data/dokumen/

toto /alat
komunikasi

sesuai

dengan

situasi dan
kondisi

Laporan

sementara
lisar/medsos

Laporan Manu

atau eleKronik
r _J-

4

Membedkan

Petunjuldkeputusan/lop

utusan sementara
Plmpinan terhadap temu
oepat laporepat eecara
bedenjang.

sll T*----] Alat komunikasl
5 monit
pertama

Petunjuk/Keputus

an /keputusan
sementara
pimpinan

Melaluialat

komunikasi

/medsos/lang
g on the spot

5

lMelapo*an
pelat<sanaan petunjuk /
keputusan / Keputusan
sementara Pimpinan
atas laporan cepat temu
cepatseoara

berjenjan g/menyesuaika

n.

---L- _T-*]-
)atal
lokumen/foto

alat komunikasi

5 menit
pertama

Laporan tindak
lanjut di lapangan
sec€lra

berjenjang/sesuai

situasi dan kondisi

Melaluialat
komunikasi

fmedsos/langsr

g on the spot

r-t- lls

6
Melalaanakan Apel
ponutupan pelaksanaan
lenanganan unjuk rasa.

ri---"-l -'t_l
Cek jumlah

personil dan
poralatan

30 menit
Kesimpulan dan
evaluasi

Bisa dilaksanak
pada tempat
yang berbeda
dengan apel
pengarahan

pimpinan

7

Menugaskan kasi Ops
Daldan Staf
Trbumtranmas untuk
membuat draft Laporan
Pelaksanaan Tugas
(LPr).

L.- - T-]
Lampiran

dokumontasi

polaksanaan

tugas

2ian
Laporan

Pelaksanaan

Iugas ( LPT)

Bisa dibuat padi

hari berikutnya

8

Mengoreksidmft

Laporan Pelaksanaan
Tugas Penanganan
Unjuk Rasa.

TIDAK

TID At(

Lampiran

dokumentasi
pelaksanaan

tugas

10 menit

Berkas Laporan

Pelaksanaan

Iugas

Koreksi secara

manual atau

dokumen

diarsipkan

YA

o
Menandatangani

Laporan Pelaksanaan
Tugas Unjuk Rasa .! Lampiran

dokumentasi
pelaksanaan

tugas

2 menit

Dokumen

Laporan

Pelaksanaan

Tugas



Dasar Hukum:
1.

2.

3.

Peraturan pemerintah Rt Na.5'Giln 2OE
tentang Satuan polisi pamong praja.

Pemendagri No.S4 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional prosedur Satuan polisi
Pamong Praja.

Permendagri No. 40 Tahun 20L1 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.
Peraturan Kepala Kepolisian lilegara Republik
lndonesia Nomor G Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi penyidik pegarruai

NegeriSipil.

Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Cian.!ur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0B Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Folisi
Pamong Praje Kabupaten Cianjur.

5.

7-

Keterkaitan:
SOP Operasi Ketertiban Umum Oan
Ketentra ma n Masya ra kat

Peflngatan:
npaUita
gangguan Keamanan dilingkungan pemerintahan
Daerah-

Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok potisi
Pamong Praja

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lainya yang relevan.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong praja dibidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.

Bisa bekerjasama dalam tim.
Tidak emosional dan bisa menahan diri.
Loyal kepada pimpihan dan satuan.

2. Alat komunikasi dan kamera.
3. Kendaraan.
4. Perlengkapanlapangan.
5. Pakaian PDL ll.

emu cepat, lapor cepat, dqkunientasi dan laporan
tertulis pelaksanaan tugas.



f,r

I1lo K4htan
Xr Sat Pol Pp

Mutu Baku

Keterangah
Xepala

Bldang
Kasi Ops Dal Kelengkaprn Waktu Output

1
Melaksanakan Apel
>cngarahan Plmplnan. f_l- f} "T*]- -+[-_l

Surat Tugas,
perlengkapan

lapangan,

daftar hadlr

30 Menit
Pemahaman

tugas anggota

z

Memerlntahkan
petugas pentamanan
untuk melaksanakan
rengamanan tempat-
:empat pentlnc. ->T----l-r-

Sur.t Tugas,
perlengkapan

lapangan dan
ekspedisi surat

sesuai

keperluan

Pcngamanan

Material pada

tempat-tempat
pentlng

3

Menemukan cepat dan
melaporkan cepat
pelaksanaan tugas
secara berJenjang/
menyesualkan.

J---r T---r ,-_L,---1___l Data/dokumenT

ioto /alat
<omunlkasl

sesuai

keperluan

Laporan

sem€ntata
llsan/medsos

ran Manu,
elektronil

-']______-_i'<-

4

Memberlkan
Petunjuk/keputusan /
keputusan iementara.
Plr0pinan terhadap ;;

laporan cepat secara ii

berJenlanc,

+- r-1 sJ--'l

Alat komunikasi 5 menlt

Petunjuk/Keputus

an /keputusan
sementara
pimpinan

Melalui alat
komunikasi

/medsoslanl
g on the spot

r-__J rr

5

i

Melaporkan i,

pelaksanaan 
,

PetunJulAlkeputusan li

fteputuo,qn sementa6
Plmplnan atas laporari
ccpat secara
berjenjang.

t-
)ata /
Jokumen/foto
/alat

tomunlkasl

!5 menlt Laporan tindak
lanJut di lapangan

lelalui alat
rmunikasi
nedsos/angsl
on the spot

6

Velaksanakan Apel
,enutupan peliksanaan
,engamanan Tempat-
lempat Pentlng.

T-*_L rT----l
-*[:]

Surat tugas dan
daftar hadlr 15 menit Kesimpulan dan

cvaluasi

Bisa dllaksanaka
pada tempat
yang berbeda
pada saat apel
pemberangkatar

r-*_J
I

I

I

I

7

Memerintahkan Kast

Ops Dal dan Staf
Tibumtranmas untuk
membuat draft Laporan
Pelakanaan Tugas
(LPr).

I

L- _J-------r
Lampiran

dokumentasi
pelaksanaan

tugas

2 jam
Laporan

Pelaksanaan

Tugas ( LPT)

Bisa dibuat pada
hari berlkutnya

8
Mengoreksl draft
Laporan Pelakanaan
Tugas.

TIdakr-
I

,'/"-( :'<
'Y'

lYa

Tidak

Lampiran

dokumentasl
pelaksanaan

tugas

10 menit
Eerkas Laporan
Pelaksanaan

fugas

Koreksl secara
manual atau

9
Menandatanganl

Laporan Pelakanaan
Iugas.

Lamplran

dokumentasi
pelaksanaan

lugas

2 menlt

Dokumen

Laporan
Pelaksanaan

fugas

ielanJutnya

lokumen
liarsipkan



1. Peraturan pemerintafr nl ruo. g tafiun frfO
tentang Satuan polisi pamong praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011tentang
Standar Oprasional prosedur Satuan polisi
Pamong pr{a.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
HakAsasiManusia. :

4. Peraturan Kepala Kepotisian Negara Republik
lndonesia Nomor G Tahun 2010 tentang
Manajemen penyidikan Bagi penyidik pegawai
Negerisipil.

5. Perda Kabuipaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasit perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0g Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan polisi
Pamong Pr{a Kabupaten Cianjur.

tidak dilaksanaka n akan mengakib"tl,".
Keamanan kepada para pejahat VVIp

Pemerintah Daerah dan pusat.

Kuallflkasl Pelaksana :

1. Pengetahuan tentangtugas-tugas ponot iotisi
Pamong Praja

2. Memilikiwawasjn dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lainya yang relevan.

3. Mengetahui dasar.dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi pamong praja di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.

4, Bisa bekerjasama dalam tim.
5. Tidak emosional dan bisa menahan diri.
6. Loyalkepada pimpinan dan satuan.
7. Komunikatif dan Simpatik.

Peralatan/perlengkapan :
1. SuratTugas.

2. Alat komunikasi dan kamera.
3. Kendaraan.

4. Perlengkapantapangan.
5. Pakaian PDL ll/ pDH / Menyesuaikan.

Pencatatan dan pendataan:

Temu cepa! lapor cepat, Aotumintasi Oan taporan'
tertulis pelaksanaan tugas.



Mcmbcrlkrn
PetunJuklkcputusan

Plmpinan terhadap
laporan cepat secara

dan serah terima
pelaksanaan

pengawalan orang-
orang penting

Petugas pengawalan

dan berlta acara

terlma tugas.

mengetahul pada buku
daftar hadlr dan berlta
acara serah terlma

pengawalan.

Buku deftar
hadlr dan
acara serah
terlma tugas

lsian buku daftar
hadir dan berlta

dan berlta acaral;

serahterlmatugas, .

I

Keterangan

lisan/tertulis

sesuai target
sasaran yang

diamankan

Laporan Manua

atau elektronik

I on the spot

Melalui alat
komunikasi /
medsos /
langsung on tht
spot

Perjadual
petugas

mingguan

Fer Bulanan



!.1 ,=

SATUAN POTISI PAMONG

PRAIA

Nomor SOP 8.08.2016
Ianggal Pembuatan 20-Apr-16
Ianggal Revlsi

Ianggal Efektif

BIDNIIG KETERTIPAN UMUM
DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT
i:
I

Disahkan oleh BUPATICIANJUR

ludulSOP Prosedur Operasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Dasar Hukum :

4.

5.

6.

7.

Peraturan Pemerintah Rl No. G tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong praja.

Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan polisi

Pamong Praja.

Permendagri No. 40 Tahun 20L1 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
lndonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik pegawai

Negeri Sipil.

Perda Kabupaten Cianjur No.03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur.

Peraturan Bupati Cianjur Nonnor:0g Tahun
2012 Tentang Lingkungan K.erja Satuan polisi

Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

Keterleitan:
1. Patroli Guantrantibum (patroli Rutin).
2. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa

3. Prosedur Pengamanan Tempat-tempat
Penting.

Peringatan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibarkan
gangguan Keamanan kepada para pejabat Wlp
Pemerintah Daerah dan pusat.

Kualifikasi Pelaksana :
1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok polisi

Pamong Praja

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lainya yang relevan.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan

tugas Polisi Pamong Praja dibidang ketertiban
umurn dan ketentraman masyarakat.

2.

3.

4. Bisa bekerjasama dalam tim.
5. Tidak emosional dan bisa menahan diri.
6. Loyal kepada pimpinan dan satuan.
7. Komunikatif dan Simpatik.

Peralatan/Perlengkapan :
1. SuratTugas.

?.. Alat komunikasidan kamera.

3. Kendaraan.

4. Perlengkapan Iapangan.
5. Pakaian PDL ll/ PDH / Menvesuaikan.

Pencatatan dan Pendataan:
emu cepaf lapor cepat, dokumentasi dan laporan
ertulis pelaksanaan tugas.



Operasl Tibumtranmas
melaksanakan

Tlbumtranmas.

Pembinaan

teguran/ surat
peringatan/eksek

menyesuaikan.

Laporan tindak
di lapangan

Keiimpulan dan

Dal dan StafTibum

membuat draft Laporan

Menandatanganl

Pelaksanaan

Keterahgan

Berdasarkan
temuan patroli
atau p€ngadua

sesuai target

Laporan Manua
elektronik

Melalui alat
komunikasl

g on the spot

Melalul alat
komunikasi

on the spot

Bisa dilaksanakar
pada tempat

berbeda
pada saat apel
pemberangkatan

dibuat pada
hari berikutnya

secara

manual atau
elektronilk

Selanjutnya

diarsipkan



SATUAN POLISI PAMONG
PRAIA

Nomor50P 9.08.2015

fanggal Penrbuatan 20-Apr-15
fanggal Revisi

Ianggal Efektif

BIDANG TINMAS Disahkan oleh BUPATICIANJUR

Judul SOP Prosedur Persiapan Pengamanan Pemilukada
/ Pemilu Pusat

Dasar Hukum:

3.

4.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1977 tentang Susunan dan Tata Keija
Pertahanan Sipil di Daerah.
Permendagri Nomor. 10 tahun 200g tentang
penugasan Sat Linmas dalam penanganan,

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum.
Permendagri No.40 Tahun 20X"1 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja satuan
Polisi Pamong Praja.

Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan polisi

Pamong Praja.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2014:tentang
Satuan Perlind ungan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 20i1 Tentang Organisasi perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur.
Peraturan Blrpati Cianjur Nomor : 0g Tahun
2012 Tentang tingkungan Kerja Satuan polisi

Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

5.

7.

Keterkaitan:
SOP Pelakanaan Pengamanan pemilukadal
Pemilu Pusat.

Peringatan:

Apabila tidak dilaksanakan koordinasi dalarn
rangka pengamanan pemilukada / pem!lu pusat

akan mengakibatkan kesalahan prosedur
pengamanan.

Kualifikasl Pelaksana:
1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok

Satua n Perlindungan Masyarakat.
Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang
Kelinmasan.

Membantu keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat.

Membantu dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.

Membantu penanganan ketentraman,
ketertiban dan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilu.

Membantu upaya pertahanan negara.

2.

3.

Peralatqn/Perlengkapan :

L. Form pemetaan tugas.
2. Formsurat undangan.

3. Form surattugas.
4. Buku notulensi rapat.
5 Buku ekspedisi surat.
6. Komputer dan printer.

Pencatatan dan Pendataan:
Buku laporan Bidang Linmas.
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10 menit Disposisi
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JudulSOP Prosedur Pelaksanaan Pengamanan

Pemilukada / Pemilu Pusat

Dasar Hukum :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun l9TTtentangSusunan dan Tata Kerja

Pertahanan Sipil di Daerah.
Permendagri Nomor. 10 tahun 2009 tentang
penugasan:,Sat Linmas dalam Penanganan,

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum.

Permendagri No.40 Tahun 2.011 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja satuan
Polisi Pamong Praja.

Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Praja.

Permendagri Nornor 84 Tahun 201.4 tentang
Satuan Perlindungan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 0B Tahun

2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Folisi

Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

3.

5.

6.

Keterkaitan:
SOP Persiapan Pengamanan Pemilukada / Pemiiu
Pusat.

Peringatan:
Apabila tidak dilaksanakan koordinasi dalam
rangka pengamanan Pemilukada / Pemilu Pusat
akan mengakibatkan kesalahan prosedur
pengamanan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok

Satuan Perlindungan Masyarakat.

Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang
Kelinmasan.

Membantu keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat.

Membantu dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan.

Membantu penanganan ketentraman,
ketertiban dan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilu.

Membantu upaya pertahanan negara.

2.

3.

4.

5.

6.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Form pemetaan tugas.

2. Formsurat undangan.

3. Form surattugas.
4. Buku notulensi rapat.
5 Buku ekspedisi surat.

6. Komputer dan printer.

Pencatatan dan Pendataan:
Buku laporan Bidang Linmas.
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Pedoman Tugas
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Sesuai Kondisi
Cetatan P€laksanaan
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Arsip Leporan
Pelakseneen .

p€nSamanan

setl.p enSSota

Form Laporan
sinSket KPUD /

KPU

Laporan Singkat

Pangamanan

m.mbuet Lrporan
pclaksenaen

leporan anggota
ditugaskan kepada

Kuatpol PP mcl.lul Sekretarts
menggunakrn format

dlsedlakan Kasatpol PP.

Arsip Laporan
Pelskanaen
Pengamanan

Setlap An8gotr
Form Laporen

SinSkrt Pol PP

Laporan Singkat

Pengamanan

Menorlme, manohah dan
m.nyusun Laponn singkat
kepeda Kasatpol PP mengenrl
pehkanaan tuges brntuan
p€n8amenen

Pemilukrda/Pemllu Pus.t.
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